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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih 

meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, maka 

ditetapkan sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama 

(IKU) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan 

dan kegagalan secara objektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang 

telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD. 

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan 

Dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur selaku Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) juga menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama 

yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Dinas Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur 

sebagai instansi teknis dalam bidang Sosial dan Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak disesuaikan dengan Visi dan Misi Dinas Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur 

yaitu untuk mewujudkan  "Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial  Yang 

Berkesejahteraan Sosial, Terwujudnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan 

Perempuan dan Anak” 

1.2 Landasan Hukum Penyusunan 

Adapun peraturan atau dasar hukum dalam penyusunan Indikator 

Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan adalah  

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten 

Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4270)  

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang  Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 
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3.   Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4700); 

4.    Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah); 

5.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara 

Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4817); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4815); 

7.   Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi  Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

8.   Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor :PER.09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum 

Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 

9.   Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 

tentang       Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

11.  Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 114);   

12.  Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten 

Luwu Timur Tahun 2005–2025 (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Timur 

Tahun 2016 Nomor 3); 
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13.  Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor      11   Tahun 2021 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Luwu Timur Tahun 2021-2026.  

14. Rencana Strategis  Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021. - 2026   

 

1.2 Maksud dan Tujuan 

Adapun maksud dan tujuan penetapan Indikator Kierja Utama pada 

Dinas  Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Luwu 

Timur adalah sebagai berikut :  

1. Untuk memperolah informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam 

melakukan tugas pelaksanaan tugas bidang Sosial, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan yang berdampak pada pembangunan 

daerah dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai indikator kinerja yang 

telah ditetapkan. 

 

2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dan pencapaian suatun tujuan dan 

sasaran strategis Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Kabupaten Luwu Timur sehingga dapat digunakan untuk 

perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. 
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BAB  II 

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA 

 

2.1 Definisi 

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih menekankan 

akuntabilitas kinerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator 

kinerja utama (key performance indicators) di lingkungan instansi masing-

masing. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan 

yang telah ditetapkan. 

Banyak pendapat mengenai pengukuran kinerja. Menurut LAN (1999) 

pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (AKIP). Metode ini menggunakan indikator kinerja 

sebagai dasar penetapan capaian kinerja. Untuk pengukuran kinerja 

digunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK). Penetapan indikator didasarkan 

pada masukan (inputs), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit), 

dampak (impact). Sependapat dengan hal tersebut, Mardiasmo (2001) 

mengatakan bahwa dalam mengukur kinerja suatu program, tujuan dari 

masing-masing program harus diserta dengan indikator-indikator kinerja yang 

digunakan untuk mengukur kemajuan dalam pencapaian tujuan tersebut. 

Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif yang 

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah 

ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang 

akan diukur dan di hitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai 

maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja.  

 

2.2 Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja Utama 

Syarat dan kriterian indikator kinerja utama harus memiliki 

karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja 

unit organisasi yang bersangkutan : 

a. Spesifik, yaitu jelas dan terfokus sehingga tidak menimbulkan interpretasi 

yang berbeda. 

b. Dapat dicapai (measurable), yaitu dapat diukur /dikuantifikasi secara 

objektif. 

c. Relevan, yaitu selaras dengan sasaran dan kegiatan yang akan diukur. 

d. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur. 
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e. Dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan. 

Penetapan  indicator  kinerja  utama (IKU) diharapkan  dapat 

memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam 

penyelenggaraan  manajemen  kinerja  secara   baik, dan   sebagai   

dokumen tolak ukur kinerja utama dalam pencapai target. 
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BAB  III 

GAMBARAN UMUM 
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN 

ANAK 
 

3.1  Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi  

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur 

menindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur 

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) dimana terbentuk 

dinas teknis yang menangani khusus untuk Bidang Sosial dan Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu Dinas Sosial Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak. 

3.1.1 Struktur Organisasi  

Dinas Sosial Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Kabupaten Luwu Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Luwu Timur 

Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, 

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja 

Pada dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak. 

Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut : 

1. Kepala Dinas 

2. Sekretariat, yang terdiri dari : 

a. Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian; 

b. Sub Bagian  Umum dan Keuangan 

3. Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial, terdiri dari 

Kelompok jabatan Fungsional 
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4. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial,  terdiri dari Kelompok 

Jabatan Fungsional. 

5. Bidang  Kesetaraan Gender,Perlindungan Perempuan dan Anak, 

terdiri dari  Kelompok Jabatan Fungsional 

6. Kelompok Jabatan Fungsional 

3.1.2. Uraian Tugas. 

Pemberlakuan Peraturan Daerah  Kabupaten Luwu Timur 

Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 36 

Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan 

Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur bahwa Dinas Sosial 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas 

dan kewajiban melaksanakan penyusunan dan kebijakan daerah 

dalam penyelenggaraan di bidang sosial dan pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak. 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 

diatas, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak berfungsi untuk : 

a. Perumusan kebijakan Dinas; 

b. Penyusunan Rencana Strategik Dinas; 

c. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang Sosial dan 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 

d. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan 

program dan kegiatan Dinas; dan 

e. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Dinas. 

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai 

Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, 

Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu 

Timur adalahs sebagai berikut : 
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1. Kepala Dinas,  mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas;; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 

tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

f. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Dinas; 

g. membina Sekretaris dan para Kepala Bidang dalam melaksanakan 

tugasnya;  

h. mengarahkan pelaksanaan tugas organisasi agar berjalan sesuai 

rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas; 

i. menyelia pelaksanaan tugas organisasi agar berjalan sesuai rencana, 

tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;  

j. memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas organisasi agar 

senantiasa berjalan optimal;  

k. mengevaluasi pelaksanaan tugas organisasi agar senantiasa sesuai 

dengan rencana dan target yang ditetapkan; 

l. menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, 

keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan 

Dinas; 

m. menyelenggarakan kebijakan teknis dbidang rehabilitasi dan 

pemberdayaan sosial, bidang perlindungan dan jaminan sosial, dan 

bidang kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak; 

n. menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum dbidang sosial, 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan 

kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah;  

o. menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial, pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak;  

p. menyelenggarakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan 

perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan izin 
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bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 

berdasarkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten;  

q. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin 

bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 

berdasarkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten;  

r. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, 

lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya dalam 

rangka penyelenggaraan urusan bidang sosial, perlindungan 

perempuan dan perlindungan anak; 

s. menilai hasil kerja aparatur sipil negara dalam lingkungan Dinas;  

t. menyelenggarakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; 

u. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga 

pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan 

tugas dan fungsi; 

v. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

w. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan 

memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 

perumusan kebijakan; dan 

x. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang didiperintahkan atasan 

baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk 

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 

2. Sekretaris,  mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas;  

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 

tugas;  

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan 

kegiatan dalam lingkup Sekretariat; 
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g. melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta menyiapkan 

bahan penyusunan program Dinas; 

h. melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan 

teknis di lingkungan Dinas; 

i. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan 

Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi 

pelaksanaan kegiatan;  

j. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian 

dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas; 

k. melaksanakan dan mengoordinasikan pengolahan dan penyajian data 

dan informasi; 

l. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan ;  

m. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum 

dan aparatur; 

n. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan adminintrasi 

keuangan dan aset; 

o. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksannaan pembinaan 

organisasi dan tatalaksana dalam lingkungan Dinas; 

p. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan rumah 

tangga Dinas 

q. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan kehumasan dan 

protokoler;  

r. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, 

pemeliharaan dan penghapusan barang; 

s. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga 

pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan 

tugas dan fungsi; 

t. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan 

memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 

perumusan kebijakan; dan 
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v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang didiperintahkan oleh atasan 

baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung 

kelancaran pelaksanaan tugas. 

2. Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas : 

a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman 

menyusun rencana kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan 

Sosial sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial untuk 

mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;  

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas;  

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;  

f. melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan bidang rehabilitasi 

kesejahteraan sosial anak, disabilitas, tunasusila dan lanjut usia 

terlantar serta bidang pemberdayaan keluarga fakir miskin dan 

kelembagaan kesejahteraan sosial; 

g. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dbidang 

rehabilitasi kesejahteraan sosial anak, disabilitas, tunasusila dan 

lanjut usia terlantar serta bidang pemberdayaan keluarga fakir miskin 

dan kelembagaan kesejahteraan sosial; 

h. melaksanakan pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil 

(KAT); 

i. melaksanakan rehabilitasi bukan/tidak termasuk bekas korban 

penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lain 

(NAPZA) dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus/Acquired 

Immuno Defyciency Syndrome (HIV/AIDS) yang tidak memerlukan 

rehabilitasi pada panti, dan rehabiliasi anak yang berhadapan dengan 

hukum;  

j. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga 

pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan 

tugas dan fungsi; 
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k. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan;  

l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang 

Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial dan memberikan saran 

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; 

dan 

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang didiperintahkan atasan baik 

lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk 

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 

3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perlindungan dan Jaminan 

Sosial sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial untuk 

mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

f. melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan bidang 

perlindungan korban bencana dan jaminan sosial serta perlindungan 

sosial keluarga rentan dan nilai-nilai kepahlawanan;  

g. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dbidang 

perlindungan korban bencana dan jaminan sosial serta perlindungan 

sosial keluarga rentan dan nilai-nilai kepahlawanan;  

h. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat 

terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten;  

i. melaksanakan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional 

kabupaten; 

j. melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan 

perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan 

dengan penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam daerah 

kabupaten; 
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k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin dbidang 

perlindungan dan jaminan sosial; 

l. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga 

pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan 

tugas dan fungsi; 

m. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan;  

n. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik 

lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung 

kelancaran pelaksanaan tugas 

o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang 

Perlindungan dan Jaminan Sosial dan memberikan saran 

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; 

dan 

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang didiperintahkan atasan baik 

lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk 

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 

4. Bidang Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak 

mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan Bidang Kesetaraan Gender, 

Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas;  

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Bidang Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan 

Anak untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;  

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

f. melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan dbidang kesetaraan 

gender, bidang pelayanan terpadu, perlindungan perempuan dan 

anak serta bidang pemenuhan hak perempuan dan anak, dan 

ketahanan keluarga;  
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g. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dbidang 

kesetaraan gender, bidang pelayanan terpadu, perlindungan 

perempuan dan anak serta bidang pemenuhan hak perempuan dan 

anak, dan ketahanan keluarga; 

h. melaksanakan pelembagaan pengarusutamaan gender pada 

lembaga pemerintah; 

i. melaksanakan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, 

sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan; 

j. melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia 

layanan pemberdayaan perempuan;  

k. melaksanakan penyediaan layanan bagi perlindungan perempuan 

dan anak; 

l. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga 

pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan 

tugas dan fungsi; 

m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang 

Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anakdan 

memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 

perumusan kebijakan; dan  

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang didiperintahkan atasan baik 

lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk 

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 

 

5. Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas : 
 
a. melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional masing-

masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b. membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, 

pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta 

pelaporan pada satu kelompok tugas sub substansi. 
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BAB  IV 

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur, maka 

dilakukan review Indikator Kinerja Utama  Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur disesuaikan dengan visi, misi, uraian tugas 

pokok dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Luwu Timur yang berupa kuantitas yang lebih jelas dan nyata dari setiap 

program kerja dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas 

Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 - 2026. 

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur disajikan pada lampiran 

Tabel IV.1  
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Tabel IV.1 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 

 

 

No SASARAN RENSTRA INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 

SUMBER DATA/FORMULA PENANGGUNG JAWAB 

1 Meningkatnya 

kesejahteraan 

Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial 

(PMKS) 

Prosentase peningkatan 

kemandirian dalam 

pemenuhan kebutuhan dasar 

bagi PMKSl 

Jumlah PMKS yang ditangani dan 

diberi bantuan sosial/Jumlah PPKS 

yang ada) x 100% 

- Bidang Rehabilitasi dan 

Pemberdayaan Sosial 

- Bidang Perlindungan dan 

Jaminan Sosial 

2 Meningkatnya 

pemberdayaan perempuan 

Indeks Pemberdayaan 

Gender (IDG) 

 

Nilai IDG Bidang Kesetaraan gender , 

perlindungan perempuan dan 

anak 

3 Menurunnya kekerasan 

terhadap perempuan dan 

anak 

Prosentase kekerasan 

terhadap Perempuan 

 

Jumlah kasus kekerasan terhadap 

perempuan  yang ditangani secara 

komperhensif/Jumlah rumah tangga) 

*100% 

  Prosentase kekerasan 

terhadap anak 

 

Jumlah kasus kekerasan terhadap  

anak yang ditangani secara 

komperhensif/Jumlah rumah tangga) 

*100% 
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BAB  V 

PENUTUP 

 

 

Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan pemerintah khususnya di 

lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Luwu Timur ditetapkan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat 

tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. Dalam rangka pengukuran 

dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja masing-

masing. Pengukuran Kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi 

dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja yang tinggi. 

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal, maka 

diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan 

dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dapat lebih berhasil. 

Informasi yang diperlukan akan dipakai dalam membuat keputusan-keputusan yang 

dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan 

kinerja di masa yang akan datang.  

 

       

              Malili,    31  Desember   2021 

              KEPALA DINAS 

 

 

      

            Drs. SUKARTI 

Pangkat : Pembina Utama Muda 
Nip :1965021019931015 



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR 

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 

DAN PERLINDUNGAN ANAK 
JL.  Soekarno Hatta No. Telp. (0474)         , Fax (0474)  

MALILI, 92981 
 
 
 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK                          

KABUPATEN LUWU TIMUR 

                                                Nomor:     72      Tahun   2021                    

 

TENTANG 

 

PENETAPAN PETA PROSES BISNIS                   

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 

  KABUPATEN LUWU TIMUR 

 

 

KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LUWU TIMUR 

 

Menimbang : a. Dalam rangka peningkatan Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur dan  melaksanakan 

ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman 

Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah 

maka perlu  Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada   butir 

a di atas perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)  melalui 

Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur. 

Mengingat :  1.  Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi 

Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 

27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 



2.  Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang  Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional ( Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

4.  Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah); 

5.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, 

Tatacara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4817); 

6.  Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4815);; 

7.   Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi  Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

9.    Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor :PER.09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum 

Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;  

10.   Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 

2010 tentang       Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

 



 

12.  Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 114);   

13.  Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) 

Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005–2025 (Lembar Daerah 

Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3);  

14.  Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor         Tahun 2021 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Luwu Timur Tahun 2021-2026.  

 

MEMUTUSKAN 

 

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN 

LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA 

UTAMA  LINGKUP DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK. 

 

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran 

keputusan ini, merupakan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas 

Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk 

menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan  Rencana Kerja 

Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan 

Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.  

 

KEDUA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap 

pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan 

disampaikan kepada Bupati Luwu Timur. 

 

 

 

 



 

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian 

hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan 

perbaikan sebagaimana mestinya. 

 

 

                                                                              Ditetapkan di :   Malili 

Pada tanggal :   31 Desember   2021       

 

KEPALA DINAS, 

 

 

 

Drs. SUKARTI 

Pangkat  : Pembina Utama Muda 

Nip.        : 196502101993031015 

 

 

Tembusan : 

1. Bupati Luwu Timur  di Malili; 

2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili; 

3. Inspektur Kab. Luwu Timur di Malili; 

4. Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah dan Dokumentasi Kab. Luwu Timur di 

Malili. 

 



Lampiran  :  Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 

Luwu Timur 

Nomor      :   72   Tahun 2021 

Tentang   :  Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) 

 

INDIKATOR  KINERJA UTAMA 

LINGKUP DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 

 

 

1. Unit Organisasi : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu 

Timur 

2. Tugas Pokok     :  Memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Sosial Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak   yang menjadi kewenangan daerah dan tugas 

pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan  ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

3. Fungsi       :   

a) Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sosial; 

b) Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak;  

c) Perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan 

yang menunjang tugas  organisasi;Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan 

terkait tugas dan fungsinya 
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                                              Malili,    31  Desember    2021 

                    KEPALA DINAS 

 

      Drs. SUKARTI 

      Pangkat  : Pembina Utama Muda 
      Nip:196502101993101 

No SASARAN RENSTRA INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 

SUMBER DATA/FORMULA PENANGGUNG JAWAB 

1 Meningkatnya 

kesejahteraan 

Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial 

(PMKS) 

Prosentase peningkatan 

kemandirian dalam 

pemenuhan kebutuhan dasar 

bagi PMKSl 

Jumlah PMKS yang ditangani dan 

diberi bantuan sosial/Jumlah PMKS 

yang ada) x 100% 

- Bidang Rehabilitasi dan 

Pemberdayaan Sosial 

- Bidang Perlindungan dan 

Jaminan Sosial 

2 Meningkatnya 

pemberdayaan perempuan 

Indeks Pemberdayaan 

Gender (IDG) 

 

Nilai IDG Bidang Kesetaraan gender , 

perlindungan perempuan dan 

anak 

3 Menurunnya kekerasan 

terhadap perempuan dan 

anak 

Prosentase kekerasan 

terhadap Perempuan 

 

Jumlah kasus kekerasan terhadap 

perempuan  yang ditangani secara 

komperhensif/Jumlah rumah tangga) 

*100% 

  Prosentase kekerasan 

terhadap anak 

 

Jumlah kasus kekerasan terhadap  

anak yang ditangani secara 

komperhensif/Jumlah rumah tangga) 

*100% 


